PERATURAN DESA BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2021

/ JEPARA \

DESA : BULUNGAN
KECAMATAN : PAKIS AJI
KABUPATEN : JEPARA

Scanned by CamScanner



PETINGGI BULUNGAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PETINGGI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilnksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besamya kemakmurmmn masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tenlang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaman
2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
Penyelenggarnan  Pemerintahan Desa  berdasarknn
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian schingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masynrakat yang adil, makmur, dan scjahtera;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturnn Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawn Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200+ tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daemh (Lembaran Negamma  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2011
Nomoar 82, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesin Nomor 5234) schagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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10.

11.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran HNegarn Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesin Homor 6308);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran  Negnrn Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repullik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan  Daernh  (Lembarmnn  Negarn  Republik
Indonesin Tnhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah ternkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 ientang
Pemmerintahan  Daernh  (Lembaran  Negarn Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangnn [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Noemor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4573).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
PFernturnn Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesin Nomor 5539) sebagaimann telah
bebernpa  kali  diubah  terakhir dengan  Peralumn
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Pernturnn Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Permturmn Pelakwnnnn Undang-Undang Nomoer
6 Tahun 2014 tentang Desa |Lembaran Negara Republik
Indonesin TrRhun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negnra Republik Indonesin Nomor 6321);

Pernturan Pemerininh Nomor G0 Tahun 2014 tentnng
Dana Desa Yang Bersumber Dar Anggaran Pendapatnn
dan Belanja Negamm ([Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 168, Tambnhan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 5558) sebagaimana
telah bebernpa kali diubah ternkhir dengan Pematuran
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 lentang Perubahan
Kedua Atns Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapntan dan Delanjn Negara (Lembaran  Negam
Republik Indanesin Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5864);

Pernturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 teninng
Pembatasan Sosial Bersknln Besar Dalam Rangka
Percepatan Penangannn Corona Virus Disease 2019

(Covid 19] |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91);

Keputusan Presiden Nomar 7 Taliun 2020 tentang Qugus
Tugns Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid 19);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19;
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12.

13.

4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Keputusan  Kepaln Badan  Nasional Penanpggulangan
Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status
Keadaan Tettentu Darurat Bencann Wabah Penyakit
Akibat Virus Coronn;

Pernturnn Menteri Dalam Negeri Nemor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Pernturan di Desa (Beritn
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Pernturan Menteri Dalam Negeni Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa [Tembusan Neparn Republik
Indonesia Tnhun 2016 Nomor 10370},

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
tentnng Pengelolann Keuangnn Desa (Beritn  Negam
Republik Indonesia Tanhun 2018 Nomor 611);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggnl, dan Tmnamigmsi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritns Penggunann Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negarn Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor
1035);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesin Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolann Dana Desa
(Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1700) Sebagaimann Telah Bebempa Kali Diubah Terakhir
dengan  Peraturnn Menteri  Keuangan Nomor
156/PMK.07/2020 1tentang Perubahan Ketign Atns
Pernturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2020 Nomor 500);

Pernturnn Menteri Keuangan Republik Indonesin Nomor
28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak
Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019;

Surat Ednran Menteri Desa PDTT NOmor 8 Tahun 2020
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan tentang
Padat Karya Tunai Desa Scbagaimana telah diubah
dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11
Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan
Penegasan tentang Padat Karya Tunai Desa;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ
tentnng Pencegahan Penyebarmn Covid-19 dilingkungan
Pemenntah Caerah;

Peraturan Daerah Kabupalen Jepara Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan
Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo
dan Kecamatan Keling (Lembaran Daemh Kabupaten
Jeparn Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daernh
Kabupaten Jepara Nomor 17);

Pernturan Daernh Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Penanggulnngan Bencana di Kabupaten
Jeparn (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2011 Nomor 16};

Pernturan Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentnng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembamn Daernh Knbupaten Jepara Tahun
2006 Nomor 10] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturnn Daernh Knbupaten Jepamm Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah
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25.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kabupaten Jeparn Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
PMokok Pengelolaan Keuangan Daernh (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Darrah Knbupaten Jepara Nomer 10];
Peraturan Dacrah Kabupaten Jeparn Nomor 9 Tahun
2015 tentang Sumber Pendapatan Desa  (Lembaran
Daernh Kabupaten Jeparn Tahun 2015 Nomor 9);
Pernturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun
2020 tentang Anpgaran Pendapatan dan Belanjn Daerah
Kabupaten Jeparn Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4 |

. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang,

Pedonan Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa
(Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tnhun 2015 Nomor
29);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberian, Penvaluran, dan
Pertanpgunginwaban Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2018 Nemor 62);

Peraturan Bupati Jeparn Nomor 30 Tahun 2015 tenlang
Tata Cara Penpadaan DBarang/Jasa Pemerintah Desa
(Beritn Daernh Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor
30);

Peraturnn Bupati Jeparn Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penpelolaan Keuangan Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58
Tahun 2019 tentang Ferubahan Atas Peraturan Bupat
Jeparn Nomor 52 Tahun 2018 teniang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darrah Kabupaten
Jepara Tahun 2019 Nomor 39);

Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain
Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2019 Nomor 74);

Peraturan Bupati Jepara Nomer 34 Tahun 2020 tentang
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa [Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2020 Nomor 34);

Keputusan Bupati Jepara Nomor 360.2/133 Tahun 2020
tentang Status Siaga Bencana Covid 19;

Surat Edaran Bupati Jepara Nomor 412.2/1672/2020
tentang Penggunnan Dana Desa Dalam pencegahan dan
penanganan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jepara;
Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daemh Kabupaten
Jepara Tahun 2020 Nomor ... )i

Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Penjnbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Jeparn Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerzh
Knbupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71 J;

Peraturan Bupati Jepara Nomor &3 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara
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Tahun Anggaran 2021 (Benta Daerah Kabupaten Jepam
Tahun 2020 Nomor ... );

37. Peraturan Bupati Jeparn Nomor ... Tanhun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan
Pengelolann Dana Desa di Kabupaten Jeparn Tahun
Anpgaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2020 Nomor ...);

38, Peraturan Desa Bulunpan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019-2024 (Lembaran Desa DBulungan Tahun 2019
Nomor 2);

39. Peraturnn Desa Dulungan Nomor 5 Tonhun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tnhun 2021 {Lembaman
Desa Bulungan Tahun 2020 Nomor 9};

Dengan Kesepakatan Dersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN
tan

PETINGGI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
perincian sebagni berikut:

1, Pendapatan Desa Rp. 3.017.362.000,-
2. Belanja Desa Rp. 3.000.636.150,-
Surplus/Defisit Rp. 16.725.850,=

3. Pembiaynan Desa

a. Penerimaan Pembinyaan Rp. 46.778.150,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 63.504.000-

Selisih Pembiyaan (a- b)) Rp. 16.725.850,-
Pasnl 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belnnja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

+
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Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal;

dafiar dana cadangan), dan ‘
Daftar kegintan yang belum dilaksanakan di tnhun anggaran scbelumnya.

e n

Pasal 4

Petinggi  menetapkan  Pernturan Petinggi tentang Penjabarmnn Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Desa scbagai landasan operasional pelaksanaan
APBDesa,

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksannkan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadann darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belnnjn tidak terduga.

[3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegintan penanggulangan bencana,
keadaan darurt, Jan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rmncangan peraturan Desa  tentang

perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegintan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemenntah Desa;

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan vang disebabkan oleh kejndinn yang luar biasa dan/atnu
permasalnhan sosial; dan

. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilnksanaknn dalam tahun beralan. Petinggi dapat
mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan
Peraturan  Pelinggi  tentang  Penjobaran  APE  Desa dan
memberitahukannya kepada BPD;

.\_
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Pasal 7
Pernturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sclinp orang mengetnhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannyn dalam Lembarnn Desa Bulungan.

Ditetnpknn di Bulungan
pada tanggal 29 Desember 2020

Diundangkan di Bulungan

LEMBARAN DESA BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Bulungnn Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara
: 1177 /Bulungan /2020

t
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LAMMAN

PEPATLURAN D ZA BULLPMGAN
WOAMCE | TAMLS 2220

TEHTANG

ANGOATAN PENOAPATAN DAM BOLAMA DESS

AMGGARAMN PENDAPATAN DAN DELAYLIA DESA

PEMERINTAH DESA BULUNGAN
TAHUN ANGOARAN 2021

06012021 08 217
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41 Perdapatan Ask Deaa 52 E20 00000
42 Pendapatan Tramfler 28825200000
43 Perclapatan Lan lan 2 0040 009,00
JUMLAH PENDAPATAA 3.017.342.000,00
E. BELANJIA
1 BDANG PENYELENGOARAN PEVERMTAHAN DESA ER1T18.709.00
1.1 Penyelenggaran Balanjs Siftap, Tunjangan dan Operstional 713.8670.700,00
Pemerintahsn Dews
1101 Persyediaan Penghaslan Tetap dan Tunjargan Peinggl 61 44000000 | ADO
Lran | 5. Belaya Pegawal 81.440 000.00
1102 Permyedaan Prnghaséan Tetsp dan Tunjangan Peranghat Dews 442258 000,00 | ac0
1102 | 99 Belanja Pegawni 442 558 000 00
1103 Peryediasn Jameran Soual bagl Kepals Deta dan Peranghal Desa SBHETAN LD | AJD
1103 | 51 Belanja Pegawai 28 AT 400,00
1904 ;1rﬂye¢-un Opeer puonal Pemennsh Dewas (AT, Honor PEFPYD dan PPED 43,184 300,00 | ADD, DLL PEH
1104 | 52 Belarys Barang dan Jasa 43154 200,00
1105 Pemyedaan Tunjangan BPD 45.000 00000 | ADD
108 | 5. Belarja Pegawa 48 000 000, 00
1.1.08 Pemyedisan Operasonal BPD (rapal, ATK, Makan Meun, Paksian Seragam 613100000 | ADD, PEH
o« Litrik i}
1108 | 52 Betanja Barang dan Jasa 8.131.000.00
1107 Peryediasn imantiOperasional RT/AW 15,000 000,00 | ADO, PEM
1.107 | 52 Belanya Barang dan Jaza 39.000.000,00
1154 Permpediasn Tunjangan Tambahan Penghadan Pranggl 21860000000 | PaD
1184 | 51, Belanjs Pegaeal 21 B0 000,00
1.15% Permpechaan Tun|angan Tambahan Pengheslan Peranghal Desa 2. 20000000 | PAD
1.1.85 | 5.1, Belan)s Pegawal 31200 000,00
1J. Pengelolaan Administrasl Kependuduban, Pencaisian Sipi, Statistik dan B.T86.000,00
Kearsipan
1304 Pemelaan dan Analsin Kembbinan Deta secara Partsipat! B76S 000,00 | COS. PBH
1103 | 52 Belanja Barang dan Jova 0.768 000 00
14. Perryelenggarasn Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 11,054,000 00
Palaporan
Halaman 1
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shal
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21, Sub Didang Peretidihan 49 200.000 00
2181 Perpelengparsn PAUDTHTRATIOATPC M stah MonFormal Mdk Deis
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2101 512 Dalarya Baiwg dan Jesa 18,800 000,00
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULUNGAN
KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA
e — _— e —
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DULUNGAN
NOMOR 142/ 8 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULUKGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan
Pemerintah Desa dengan ngendn pembahasan Rancangan
Peraturan Desa lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bulungan Tahun Anggaran 2021, dengan hasil
menyepakati Rancangan Peratumn Desa di maksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawartan Desa tentang Kesepakatan Ains Rancangan
Permturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Bulungan Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Knbupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah:

2. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2003 teniang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor
$438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pernturnn Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
6398];

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tanhun 2014 tentang
Pemerintahan Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimann telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun

\
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2005 Nomor 137, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pernturnn Pelaksanann Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesin Nomor 5539) scbagnimana telah beberapa kal
diubah terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tnmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Pernturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) scbagaimana telah beberapa kali diubah
ternkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemernintah Nomor
GO Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Darni
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembarnn Negama
Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564).

Pernturan Pemerntah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosinl Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Discase 2019 (Covid 19) [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tnhun 2020 Nomor 91);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Discase
2019 (Covid 19);
heputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan
keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Nomor 9A
Tahun 2020 tentang Penctapan Status Keadaan Tettentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 2091);

Pernturan Menteri Dnlam Negeri Nomor <44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Tembusan Negam Republik
Indonesin Tahun 2016 Nomor 10370);

Pernturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolann Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Pernturnn Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Priontas
Penggunann Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negarn Republik
Indonesin Tahun 2020 Nomor 1035);

Pernturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Benta
Negarn Republik [ndonesin Tnhun 2019 Nomor 1700)
Sebagaimnna Telaly Deberapa Kali Diubah Terakhir dengan
Pernturan  Menteri Keuangan Nomor 156/FPMK.07/2020
tentang Perubahan Ketign Atas Peraturan Menteni Keuangan
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Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dann Desa
(Beritn Negarn Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500];

18. Pernturan Menteri Keuangan Republik Indonesin  Nomor
28/PMK.03/2020 tentnng Pemberan  Fasilitns Pajak
Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangkn
Pennngannn Pandemi Corona Virus Disease 2019;

19. Surat Edarnn Menteri Desa PDTT NOmor 8 Tahun 2020
tentang, Desa Tanpgap Covid-19 dan Pencgasan teniang Padnt
Karva Tunai Desa Sebagaimana telah diubah dengan Surat
Edarmn Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Desn Tangpap Covid-19 dan Penegasan teniang Padat Karya
Tunni Desn;

20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomeor 440/2436/SJ tentang
Pencegahan Penyebarnn Covid-19 dilingkungan Pemerintah
Dacrah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan
Donorojo serta Penalaan Kecamatan Mlonggo dan Kecnmatan
Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jeparn Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeparn Nomer 17);

22. Peraturan Daernh Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penvelenggarann Penanggulangan Bencana di Kabupaten
Jeparn (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011
Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeparn Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nemor 10)
sebagnimana telah diubah dengan Pernturan  Daerah
Kabupaten Jeparn Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daemh Knbupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Knbupaten Jeparn Tahun 2015 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Knbupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Kabupaten
Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daernh Kabupaten
Jepara Tahun 2020 Nomor 4 );

26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 29);

27. Peraturan Bupati Jeparn Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemberinan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita
Daernh Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomeor 62);

28. Peraturan Bupali Jeparn Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadann Barang/Jasa Pemcrintah Desa (Berita
Daernh Kabupaten Jeparm Tahun 2015 Nomor 30);

29. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Pedomnn Pengelolann  Keuangan Desa (Berita Daerah
Knbupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah dengan Pernturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara
Nomor 52 Tahun 2018 teninng Pedoman Pengelolaan
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Keuangan Desa (Benta Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2019 Nomor 59),

10. Peraturan Dupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Penghamlan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang
Sah Dagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara
(Berita Darrah Knbupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);

31. Peraturan Bupati Jeparn Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Pemberinn Dana Bapgian Dari Hasil Pajak Daernh dan
Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Eabupaten
Jeparn Tahun 2020 Narnor 34);

32, Keputusan Bupati Jepara Nomor 360.2/133 Tahun 2020
tentang Status Siaga Bencana Covid 19;

33. Surnt Edarnn Bupati Jepara  Nomor 412.2/1672/2020
tentang Penpgunann Dana Desa Dalam pencegahan dan
pennnganan Penyebaran Cavid-19 di Knbupaten Jeparn;

34, Pernturnn Bupati Jeparn Nomor ... Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjn
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2020 Nomor ... |;

35, Peraturan Bupati Jeparn Nomer 71 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh
Kabupaten Jeparn Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71 );

36. Peraturan DBupati Jeparn Nomor ... Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jeparn
Tahun Anpgarnn 2021 (Beritn Daerah Knbupaten Jepama
Tahun 2020 Nomor ... |;

37. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan
Pengelolann Dana Desa di Knbupaten Jepara Tahun Anggaran
2021 (HBerita Daerah Kabupaten Jeparn Tahun 2020 Nomor
o)

38. Peraturan Desn Bulungnn Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-
2024 (Lembaran Desa Bulungan Tahun 2019 Nomor 2);

39. Pernturan Desa DBulungan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencann Kerjn Pemerintnh Desa Tahun 2021 {Lembaran Desa
Bulungan Tahun 2020 Nomar 9);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Bulungan Tahun Anggamn 2021
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bulungan
pada tanpgal 27 Desember 2020
ZT AN
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BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUKGAN

Pada har ind Minpgpu tanggal Dua Paluh Tujuh butan Desember tahun Dun
Rilu Dua Pulub bertempal di Balal Desa Bulungan, telnh diselenpgamkan Rapat
adan Permusyawaaraian Desa dalam rangka membahas masalah ¢

Angraran Peadapatnn dan Delanja Desa Tahun 2021

Rapat  [kawdan  Permusyawaratan Desn nd ol hadid sebagnimana
teclampir.Dalam mpat adan Permusyawamtan Desa telah diperoleh kaln sepakal
mengenal pokok-pokok hasil pembicaman sebagaimana beribout :

# HKesepakatan Anpgpotn DPD menpennl Rencann Anggaman Pendapatan dan
lelinfa Desa Tahun 2021;

# Dengnn kesimpulin Rapat sehagnd berikut ¢
Menyepakatl Rencana Anggnrun Pendopatan dan Delanfa Desa Tohun 2021
dengan perincian sebagal berikut :

l. Pendopatan Desa Kp. 2.017.362.000,-

2, Nelonji [esa

a.  Bidang Penyelengearan Pemerintah Desa Rp. 451.716.700,-
b. Biding Pelaksanann Pembangunan Dean Hp. 1.646.772.500,-

c.  Bidang Pembinaan Kemasynmkatan Rp. 126.798.000,-
d.  Bidang Pemberdaynan Masyambkat Rp. 154,747,500,
c.  DBidang Tak Tenluga Fp. 21R.601.450,-
Jumlah Belanja Rp.  J.000.630.150,-
Surplus Rp. 16.715.850,-
J. Pembiayaan

r. Prnerimann Pembinyunn Rp 46.778.150,-
b. Pengrluamn Pembiayann Bp.____ 63504 000,
Selisih Pembinyann Rp. 16,725 850,-

Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bulungan ini
dibuat untuk dapat dipergunakan schagnimano mestinya. Apabila dikemudian hari
ternyata lerdapat kekelirunn akan diadakon perubahan.

Bulungan, 27 Desember 2020

Ku;ifunll._ﬂ'b Bulu-ngan
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PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN PAKIS AJI

DESA BULUNGAN
JL Raya Hulungan — Keeapl No. Telp. { 0291 ) $958616 Kode Pos 59456

DAFTAR HHADIR

PRl 3P B I AP b a8 memm e s oo

lariTanggal  : Minggu, 27 Desember 2020
v : Rapat Pembahasan APRDes Desa Bulungan Tahun 2021
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BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BULUNGAN KECAMATAN PAKIS AJI

KABUPATEN JEPARA
JL Haya Nulungan = Kecapl No. Telp. (0291 ) 595616 Kode Pos 39456

DAFTAR HADIR
HariTanggal  : Minggu, 27 Desember 2020
\cara : Rapat Pembahasan APODes Desa Aulungan Tahun 2021
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